BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN GURU BEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG

i
4
/
.l'/.

Menimbang :
Dy

Mengingat
=2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,

a. bahwa scbagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nemor 6 Tahun 2018 (entang Penugasan G1:lm
Sebagai Kepala Sekolah, perlu menetapkan Peraturan Bupaty;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupali
tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Seckolah di
Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Lebong.

: ). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan

Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2828);

J. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indcnesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 154, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indanesia
Nomor 4349);

¥- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

£. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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6. Undanp-
ang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Nep;
pil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6 Tambs:
' ahi i "
Indonesia Nomor 5494); e

e Unda“_“'”“dﬂnﬁ Nomor 23 Tahun 2014 tentang
P‘fmfnn}nhnn Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomeor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nemor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496), scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Necgara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941);

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun
2007 tantang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru
Secbagai Kepala Sckolah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 486).
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GUET:E:GHUFATI LEBONG TENTANG PENUGASBAN
Al KEPALA BEKOLAH DI LINGKUNGAN

DINAS PENDIDIKAN
LEBONG. DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Dacrah scbagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupalti adalah Bupati Lebong.

4. Kcpala Sckolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan
mengelola satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK),
Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB], Sekolah Dasar (SD), Sckolah
Dasar Luar Binsa (SDLB), Sckolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) di Lingkungan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Lebong.

5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan
mengevaluasi pescrta didik  pada pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

6. Dinas Pendidikan dan Kcbudayaan adalah Dinas yang bertanggungjawab
di bidang pendidikan di Kabupaten Lebong.

7. Kompelensi adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang melekat
pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan,
supervisi, dan sosial.

8. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sckolah adalah penyiapan

kompetensi calon Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan,

=) pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan dalam memimpin sekolah.
9

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah program dan kegiatan
peningkatan pengetahuarn, keterampilan, dan sikap profesional Kepala
Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan
terutama untuk peningkatan manajemen, pengembangan kewirausahaan,
dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan,

10. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sckolah yang
selanjutnya disebut LPPKS adalah unit pelaksana teknis di lingkungan
Dircktorat Jenderal yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan,

BABII
PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma
empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi
paling rendah B;
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b. memiliki sertifikal pendidik;

c. bagi Guru Pegawai Negeri Sipil memiliks i

d. pengalaman mengajar paling singkat 6 ([enam) tahun menurut jenis dan
Jenjang  sckolah  masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki
pengalaman mengajar paling singkat 3 {tiga) tahun di TK/TKLB;

¢. memiliki hasil penilaian .

2 prestasi kerga Guru denpan sebutan paling
rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir; Be i

f. memiliki pcngalumnn manajerial dengan tugas yang relevan dengan
fungsi sckolah paling singkat 2 (dua) tahun;

g. s::h:at Jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan
dan rumah sakit Pemerintah;

tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai
dengan Kelentunn peraturan perundang-undangan;
tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi lerpidana; dan

j. berusia paling tingei 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu
pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

BAB I
PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan scsuai dengan kewenangannya
menyusun proycksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan
yang diselenggarakan pemerintah dacrah untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun yang diperinei per 1 (satu) tahun.

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya
menyiapkan calon Kepala Sckolah untuk mengikuti pelatihan calon

Kepala Sekolah berdasarkan proycksi kebutuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Pasal 4

Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahap :

a. pengusulan bakal calon Kepala Sckolah;

b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan

¢. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.

Pasal 5

Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf a dilakukan oleh :
a. Kepala Sckolah dapat mengusulkan Guru pada satuan pendidikannya
untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kE’WEnangannya; atau
Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi bakal calon
Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setelah
mendapat rekomendasi dari Kepala Sckolah satuan administrasi pangkal
tempat guru yang bersangkutan bertugas.
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Pasal 6
]

(1) Seleksi bakal calon Kepal
huruf b dilakukan dalam 2 (ge) el ) st s i atios Pana [

a. S-l:lcksi adminislmsi; dan
b. scleksi substansi,

2 : L . .
(2) ﬁgl};ﬁﬂl H;;T;mml‘.:?m sebagaimana dimaksud pada ayat (1] h_um!' a bagi
diselengos Ea cpala Scknllah pada satuan pendidikan yang
Pmdidiﬁ r“d n oleh pemerintah  dacrah  dilakukan oleh  Dinas

@) Selek 1kan dan hebx_ldayaan sesuai dengan kewenangannya.

eleksi an:lmmu_aLram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

merupakan penilaian dokumen yang meliputi :

a. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;

b. fatokopi sertifikat pendidik;

c. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru yang
diangkal oleh pemerintah daerah;

d. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan
pendidikan;

e. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun
terakhir;

f. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman
manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f;

g. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang
dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;

h. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang

dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;

sural pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah

menjadi terpidana; dan

surat rckomendasi dari Kepala Sekolah atau pimpinan penyelenggara

pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(4) Seleksi substansi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b
dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sckolah lolos seleksi
administrasi.

(5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan bakal calon Kepala
Sekolah yang dinyatakan lolos scleksi administrasi untuk mengikuti
seleksi substansi kepada LPPKS dengan tembusan kepada Direktur
Jenderal. .

(6) Selcksi substansi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan tes potensi kepemimpinan yang dilakukan oleh LPPKS,

7} Hasil seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan
oleh LPPKS kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong

mengajukan bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud

+
1.

J-

yang
pada ayat (3).

Pasal 7

(1) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf ¢ diikuti oleh bakal calon Kepala Sckolah yang sudah
dinyatakan lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (6).

(2) Bakal calon Kepala Sckolah yang sudah lolos seleksi substansi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diusulkan oleh Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya kepada LPPKS dengan
tembusan kepada Dircktur Jenderal.
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(3) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sckolah sebagaimana .
pada ayat (1) dibiayai oleh Pemerintah Dn::rlﬂh

(4) Hﬂku_l calon Kepala Sekolah yang dinyulnﬁnn
Pclm!hun Calon Kepala Sekolah diberi Surat Tanda
Pelatihan Calon Kepala Sckolah yang ditandatangani
Jenderal., .

(5) Bakal calon Kepaln Sckolah yang dinyatakan tidak e
Ec:arrinpnl:n untuk mengikuti kembali Pendidikan dan Pelatihan Calon

cpala Sckolah paling banyak 2 kali.

(6) Surat Tanda Tlr:mmgI‘muj;rid':kush:l?lin Pelatihan Calon Kepala Sckolah
scbagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syeret
mengikuli proses pengangkatan menjadi Kepala Sckolah.

lulus Pendidikan dan

Tamat Pendidikan dan
oleh Direktur

BAB IV
PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

calon Kepala Sckolah

(1) Penpangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi
Calon

yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
Kepala Sckolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {4).

(2) Proses pengangkatan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh pejabat
pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat
rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sckolah.

(3) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sckolah schagaimana dimaksud
pada ayat (2] bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.

(4) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) terdiri atas unsur sckretariat daerah, Dinas Pendidikan dan
Kebudayann Kabupaten sesuai dengan kewenangannya, Dewan
Pendidikan, dan Pengawas Sekolah.

BAB YV
PENUGASAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

1} Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan di
{ oleh pemerintah daerah dl]ll!k::h’]naknn dengan p:riod?:;;]g_ iselenggarakan
{2 Periodisasi scbagaimana dimaksud pada ayal (1), setia .
dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) lﬂhutn_:l P masa periode
f ikan tugas pada iod
(3) Sctelah rpcn}ﬂlf-'ﬁﬂl gas pada periode pertama, Kepala
diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kalip:iqas":kﬂ!_a[dl dapat
paling lama 12 (dua belas) tahun. 54 penode atau
(4) Penugasan Kepala Sckolah periode pertama pada satu ini .
pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahuﬁadan 1an L:_n;lnmlmstms.
masa periode atau 8 (delapan) tahun. paling a 2 (dua)
(5) Penugasan }(cpz!la Ef:kf:luh schagaimana dimaksy
berdasarkan hus;ll penilaian prestasi kerja setiap tahu{l dpﬂd“ ayal (1)
paling rendnh "Baik®. tngan sebutanp
(6) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak m .
paling rendah “Baik®, Kepala Sckolah yang bc::;::]fju:;t“g‘?“ sebutan
diperpanjang masa tugasnya scbagai Kepala Sckolah. n tdak dapat



I (7) Kepala Sekolah yang ti )
dimak Perpanjang m —
(8) Set:iaﬁuifa dﬂ; 2yat (6) dapat d'luﬂaskanicm?:z?i ;EEZT gus;bagal =
tlili"crlzramjm:ngﬁ'r E;ii‘;;‘;;:f“ pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat
kompetensi. ya untuk periode keempat setelah melalui uji

g) P ‘s )

9) bia;;ssanzan ujl kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (B)
(10) Penu i kctcm'ugm peraturan perundang-undangan.

dilakﬁiﬁan kﬂmhah. sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

an oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan

kewenangannya dengan mempertimban \
P rt .
di wilayahnya. Ba pertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru

BAB V1
TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

(1) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas

pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada
3 55 Guru dan tenaga kependidikan.

(2) Beban kerja Kcpala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
bertujuan untuk mengembangkan sckolah dan meningkatkan mutu
sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

(3) Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, Kepala
Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan
agar proscs pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada
satuan pendidikan yang bersangkutan.

(4) Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau
pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas pembelajaran
atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas

pokoknya.

BAB VII
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

(1) Kepala Sekolah harus membuat perencanaan dan melaksanakan

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
(2) Pengembangan keprofesian bFrkc]anjumn scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesual dengan ketentuan yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal.

BAB VIII
PEMBINAAN KARIR KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

Pembinaan karir Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



BAB IX
PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH
Pasal 13

(1) Penilaian
tahun.

@ E;::laﬁr n[::?ist&tsil lsf'i‘tlﬂ Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada
kehadican. Puti Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku, secrta
(3) Penilaian prestasi  kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh atasan langsung scsuai dengan kewenangannya
meliputi komponen sebagai berikut :
hasil pelaksanaan tugas manajerial;
hasil pengembangan kewirausahaan;
hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;
hasil pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; dan
tugas tambahan di luar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1).
(#) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
“”"‘j berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional
pendidikan.
(5) Dalam melaksanakan Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan dapat dibantu oleh pengawas sekolah.

prestasi kerja Kepala Sckolah dilakukan secara berkala setiap

pRapop

BAB X
KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH

Pasal 14
Guru yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah wajib memiliki Kualifikasi
Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, schat jasmani dan rohani, serta
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 15

(1) Kompetensi sebagaimana dima.ksud_ dalam Pasal 14 merupakan

.- seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus

dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru yang

ditugaskan sebagai Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas
keprofesionalan. ‘

(2) Kompetensi Guru yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mehpuh kompetensi pedagogik, kompetensi
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang
diperoleh melalui pendidikan profesi.

: (3) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-
' kurangnya mencakup kepribadian yang:

beriman dan bertakwa;

berakhlak mulia;

arif dan bijaksana;

demokratis;

mantap;

berwibawa;

stahil:

mmoppop
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ju

Ilr':. menjadi teladan bagi
m

» dewasa;
Jujur;
sportif;

peserta didi )
secara obyektif menge idik dan masyarakat;

valuasi kinerj s
. mengembangkan diri erja sendiri; dan

sccara mandir ‘ .
[4) Kompetensi sosial seba ini dan berkelanjutan

(1)

(2)

(3

Kepala Sekolah tidak dapat merangkap scba
lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turat,

kemampuan Guru yan

hagtil.?;: lart Msey t yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi
un .

%. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;

l.—. |-ll ?m

gaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
g ditugaskan sebagai Kepala Sekolah sebagai

- menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;

¢. bergaul secara efektif dengan peserta didik, pendidik, tenaga
kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali
peserta didik;

d. bergaul

secara santun dengan masyarakat sekitar dengan
mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan

e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan  semangat
kebersamaan.

BAB XI
PEMBERHENTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH

Pasal 16

Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :

mengundurkan diri;

mencapai batas usia pensiun Gury;

diangkat pada jabatan lain; . ‘ _

tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat

menjalankan kewajibannya;

dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memiliki kekuatan hukum tetap; _

hasil penilaian prestasi kena tidak mencapai dengan sebutan paling

rendah "Baik™; _

tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;

menjadi anggota partai politik;

menduduki jabatan negara,

meninggal dunia; dan/atau o

k. tidak memenuhi Kompelensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4).

Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan sebab sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan hurf i dapat s

kembali sebagai Guru. 1

Dalam hal kepala sckolah yang diberhentikan sebagai Kepala Sekolah

pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

dan kembali menjalankan tugas dan fungsi sebagai Guru se _

dimaksud pada ayat [2) harus melalui program orientasi. bagaimana

-

o

-

Pasal 17
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BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangﬂn

Ditetapkan di Tubel
pada lﬂnzgﬂ-l 9 Maret 2020

-BUPATI LEBONG

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 9 Maret 2020
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